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Tujuan: Tujuannya agar Narapidana dibentuk menjadi
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik
dan bertanggung jawab.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dan empiris yang menekankan pada
segi konsep norma sekaligus penerapannya melalui
penempatan narapidana dan tahanan di Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Hasil: Pertimbangan hukum penempatan narapidana
yang sisa masa pidananya lebih 12 bulan pada Rutan di
Kementerian Hukum dan HAM NTT yakni: a)Kondisi
Geografis dan kurangnya anggaran., b)Daya dukung
Rutan-Lapas., ¢) Daya tampung Rutan-Lapas.,) dLapas
terdekat dari Rutan mengalami over kapasitas.,
e)Narapidana dapat dijangkau keluarga.,
f)Kemampuan narapidana membantu tugas di Rutan.

Kesimpulan: Kesimpulan penelitian ini, yaitu:
1)Pengaturan penempatan narapidana dan tahanan di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa

http://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr


mailto:yessymanis86@gmail.com

Yesi S. Dodo®, Jimmy Pello?, Dhey W. Tadeus® Royyan Hafizi* / JOSR: Journal of Social
Research, 1(11), 234-243

Tenggara Timur, meliputi beberapa hal, yaitu: a)Dasar
hukum pengaturan penempatan narapidana dan tahanan
berbeda., b)Petapan Lapas Tertentu Sebagai Rutan.,
c)Penempatan Tahanan di Lapas., d)Penempatan
Narapidana di Rutan.

Kata kunci: Pembinaan; Penempatan Narapidana dan
Tahanan; Pertimbangan Hukum

Abstract (English)

The problems of this research are: 1) How is the leg
arrangements related to the placement of prisoners ar
detainees at the Ministry of Law and Human Rights
East Nusa Tenggara., 2)How is the legal consideratiot
for placing prisoners whose remaining criminal terms ai
more than 12 months in the detention center of tf
Ministry of Law and Human Rights NTT. This study ust
normative and empirical legal research methods th
emphasize the concept of norms as well as the
application through the placement of prisoners ar
detainees in Correctional Institutions and Detentic
Centers. The conclusions of this study an
1)Arrangements for the placement of prisoners ar
detainees at the Ministry of Law and Human Rights «
East Nusa Tenggara, include several things, namely: i
The legal basis for regulating the placement of prisone
and detainees is different., b) Determination of certa
prisons as detention centers., ¢) Placement of prisoners |
prisons., d) Placement of prisoners in detention center
2)Legal considerations for placing prisoners who:
remaining criminal term is more than 12 months

detention at the Ministry of Law and Human Rights
NTT, namely: a) Geographical conditions and lack
budget., b) The carrying capacity of the Rutan-Lapas.,
The capacity of the Rutan-Lapas., d) The prison closest"
the detention center is over capacity., €) Inmates can
reached by their families., f) The inmates' ability to assi
the task at the Rutan.

Background: What are the legal arrangements
regarding the placement of prisoners and detainees at
the Ministry of Law and Human Rights, East Nusa
Tenggara?

Objective: The goal is that prisoners are formed to
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become fully human, realize their mistakes, improve
themselves, and do not repeat criminal acts so that
they can be accepted again by the community, can play
an active role in development, and can live naturally
as good and responsible citizens.

Methods: This study uses normative and empirical
legal research methods that emphasize the concept of
norms as well as their application through the
placement of prisoners and detainees in Correctional
Institutions and Detention Centers.

Results: Legal considerations for placing prisoners
whose remaining criminal term is more than 12
months in detention at the Ministry of Law and Human
Rights NTT are: a) Geographical conditions and lack
of budget., b) Supporting capacity of Rutan-Lapas., c)
Capacity of Rutan-Lapas.,) dLapas The closest people
from the detention center experience overcapacity., e)
Prisoners can be reached by their families., f) The
ability of prisoners to help with their duties at the
detention center.

Conslusion: The conclusions of this study, namely: 1)
Arrangements for the placement of prisoners and
detainees at the Ministry of Law and Human Rights of
East Nusa Tenggara, include several things, namely:
a) The legal basis for regulating the placement of
prisoners and detainees is different., b) Determination
of certain prisons as detention centers. , ¢) Placement
of Prisoners in Prisons., d) Placement of Prisoners in
Detention Centers

Keywords: Coaching, Legal Considerations; Placement
of Prisoners; and Detainees

*Correspondent Author : Yesi S. Dodo
Email : yessymanis86@gmail.com

PENDAHULUAN

Rutan Tahanan Negara (Rutan) merupakan salah satu unit pelaksana teknis
di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(Kemenkumham RI) yang berfungsi mengelola para tahanan untuk kepentingan
penyidikan (Atmadja & Gede, 2015), penuntutan dan pemeriksaan di sidang
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pengadilan. Rutan di Indonesia berjumlah 165 unit dengan kapasitas hunian
berjumlah 33.465 orang dan hingga Februari 2020 dihuni oleh 77.759 orang
narapidana dan tahanan. Terjadi kelebihan jumlah penghuni sebanyak 44.294
orang atau 132,35%. Di Kemenkumham Nusa Tenggara Timur pada Februari
2020, kelebihan jumlah penghuni Rutan sebesar 16% dengan kapasitas 2.870
penghuni, namun jumlah penghuni aktual sebanyak 3.318 penghuni (Amiruddin,
2012).

Penelitian ini penting dilakukan mengingat prinsip negara hukum yang
dianut Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 aayat (3)
mengedepankan prinsip persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)
(Arief, 2013). Artinya bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara
empirik. Demikian setiap narapidana memiliki kedudukan yang sama dalam
hukum untuk mendapatkan pembinaan secara optimal di Lapas bagian dari
pemenuhan HAM (Harsono, 1995). Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian
terdahulu, ditemukan beberapa konsep penelitian yang relevan dengan penelitian
ini, sebagai berikut: 1) Penelitian yang mengkaji permasalahan over capacity di
dalam Lapas yang menyebabkan narapidana ditempatkan di rumah tahanan
negara. Kondisi ini menyebabkan petugas mempunyai fungsi ganda yaitu merawat
tahanan dan membina narapidana dalam lingkungan yang sama, yaitu Rutan
(Priyatno, 2006).2) Penelitian yang mengkaji permasalahan pelaksanaan
pelayanaan dan perawatan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas | Jakartayang
terhambat karena masih terdapat Narapidana yang tidak seharusnya berada di
Rutan tersebut (Gedeian, n.d.).

Fokus penelitian ini tentang pengaturan penempatan narapidana di rumah
tahanan negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara
Timur (Azhar, 2021). Secara khusus untuk menganalisis masih terdapatnya
Narapidana yang masa pidananya lebih 12 bulan ditempatkan pada Rutan
Kementerian Hukum dan HAM NTT dan sejauh mana pengaturan tentang
penempatan Narapidana tersebut. Oleh karena itu (Rakia, 2021), keaslian
penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas-asas keilmuan
meliputi kejujuran, rasionalitas (Harsono, 1995), objektifitas dan terbuka, serta
penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan
bersifat konstruktif (Syamsi, 1988).

METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris
(Marpaung & Asas, 2009). Penelitian hukum normatif digunakan untuk
menganalisis permasalahan pertama yang menekankan segi konsep norma dalam
penempatan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan.
Sementara itu penelitian hukum empiris yakni melihat bekerjanya hukum di
Kementerian Hukum dan HAM NTT tentang bagaimana pertimbangan hukum
penempatan narapidana yang sisa masa pidananya lebih 12 bulan pada Rutan
(maria farida 2207).
B. Pendekatan Penelitian
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Pendekatan yang digunakan dalam masalah penelitian pertama, yakni (Effendy,
2018).Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) (Muhammad, 2004).
Pengaturan tentang penempatan Narapidana di Rutan tentu diatur di dalam
Peraturan Perundang-undangan. Hal ini akan mempermudah penggalian konsep-
konsep hukum dengan cara membandingkan (comparative study) berbagai konsep
hukum yang diatur dengan konsep hukum yang dicitakan. Pendekatan Konseptual
(Conceptual Approach) Pendekatan ini digunakan mengingat hukum positif dan
konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi aturan penempatan Narapidana di
Rutan maupun Lapas saling berkaitan. Artinya bahwa aturan dibangun atas
konsep-konsep hukum tentang penempatan narapidana dan tahanan (Muladi,
1995).

Pendekatan yang digunakan untuk masalah penelitian kedua, yakni (johan
2008). Pendekatan Sosiologis Hukum Pendekatan sosiologis hukum merupakan
pendekatan yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika
sistem norma bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan Antropologi Hukum
Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara cara
penyelesaian suatu masalah di dalam suatu masyarakat. Kedua pendekatan
tersebut digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum penempatan
narapidana yang sisa masa pidananya lebih 12 bulan pada Rutan Kementerian
Hukum dan HAM NTT (Notohamidjojo, 1970).
C. Aspek Penelitian
Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini yakni : Dasar hukum pengaturan
penempatan narapidana dan tahanan di Kementerian Hukum dan HAM
(Wahyono, 1984), Kebijakan hukum penempatan narapidana dan tahanan di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur.
Indikatornya: tahanan dan narapidana (<12 bulan), Pengaturan hukum terkait
penempatan narapidana dan tahanan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nusa Tenggara Timur. Indikatornya:
a. berbagai aturan yang mewajibkan narapidana yang masa sisa pidananya lebih

12 bulan ditempatkan pada Rutan.,
b. Rencana aksi Kemenkumham dalam upaya pemindahan Narapidana yang
masa pidananya lebih 12 bulan dari Rutan ke Lapas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur
Dasar Hukum Pengaturan Penempatan Narapidana dan Tahanan
Berbeda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya secara yuridis,
ketentuan yang mengatur penempatan narapidana dan tahanan berbeda. Hal ini
dikarenakan perbedaan status dari narapidana dan tahanan. Narapidana adalah
status bagi seseorang yang telah mendapat kekuatan hukum tetap (inkrah) dari
suatu putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana (Lamintang & Lamintang,

2022). Sementara itu, tahanan merupakan status bagi seseorang yang sementara

menjalani proses hukum sebagai tersangka atau terdakwa yang belum

memperoleh kekuatan hukum tetap (Prakoso, 1986). Secara regulatif pengaturan
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penempatan Narapidana mengharuskan narapidana ditempatkan di Lapas(Sugeng
2017). Hal ini sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang No.12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 7. Secara
eksplisit Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan yang
selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Kemudian Pasal 1 angka 7
menyebutkan bahwa: Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana
hilang kemerdekaan di LAPAS (Salim, 2013).

Perlu digarisbawahi istilah Lapas (sebagai tempat) dan Narapidana
(sebagai status) karena pengaturan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 7 Undang-
Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan adanya
kewajiban dan hak narapidana (Samosir, 1992), yaitu narapidana ditempatkan di
Lapas untuk kewajiban menjalani pidana atas perbuatannya sekaligus mendapat
hak untuk dibina. Tujuan dari pembinaan bagi narapidana diatur dalam Pasal 1
angka 2 jo Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa (Soekanto, 1982).

Dukungan teori sebagai pembenaran Pasal tersebut di atas adalah teori
pembinaan pemasyarakatan dan teori tujuan pemidanaan. Kehilangan
kemerdekaan sesuai konsep Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan merupakan sebagai sebuah intervensi negara
terhadap hak narapidana untuk bebas setelah memperoleh kekuatan hukum tetap
atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Negara melalui Kementerian
Hukum dan HAM melakukan program pembinaan (dilaksanakan oleh petugas)
sesuai Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, bahwa: narapidana wajib mengikuti secara tertib program
pembinaan dan kegiatan tertentu. Tujuannya agar Narapidana dibentuk menjadi
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Soekanto, 2007).

Analisis peneliti bahwa pembinaan sesuai konsep pemasyarakatan
merupakan proses penegakan hukum pidana yang berhubungan erat dengan teori
tujuan pemidanaan yakni untuk mengembalikan narapidana sebagai warga binaan
pemasyarakatan kembali ke dalam masyarakat untuk dapat hidup mandiri dan
berguna di dalam masyarakat. Teori pemidanaan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan
dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu
menjadi dasar dari penjatuhan pidana (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan
penempatan semakin jelas dengan adanya perbedaan aturan yang mengatur
penempatan narapidana dan tahanan. Pengaturan penempatan tahanan yakni
ditempatkan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) (Wijaya, 2011). Istilah
Rutan mulai muncul sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana pengaturan Pasal
22 ayat (1) mengklasifikasikan jenis penahanan dapat berupa: Penahanan Rumah
Tahanan Negara dan Penahanan Rumah.
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Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 sebagai aturan pelaksana. Pengaturan penempatan tahanan
secara eksplisit termuat dalam Bab Ill Pasal 18 sampai Pasal 25 dan diketahui
status tahanan bermula dari pengertian Rumah Tahanan Negara pada Pasal 1
angka 2 disebutkan bahwa: Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN
adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dasar aturan yang berbeda
untuk penempatan Narapidana dan Tahanan kemudian dirumuskan ke dalam satu
kesatuan fungsi Kementerian Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan
HAM) (Yamin, 1960), namun dengan nomenklatur keputusan yang berbeda. Hal
ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Narapedana I l Tahanan

l

Undang-Undang Undang-Undang
Nomor 12 Tahum Nomor 8§ Tahun 1981
1995 tentang tentang Kitab Undang
Pemasvarakatan Undang Hukam Acara
Pidana
|
A
Keputusan Memters Kehakunan RI (sekarang
Kementenan Hukum dan HAM RI)
'
Petaturan Memten Huloum dan l
Hak Asass Manusta RI Nomon Kepatusan Menten Keputusan Menter: Xebakunan
M HR-05.00.01.01 Tahun 2011 Kehukiman RI Nomos RI Noenot M OM4-PR.O7 (
tentang Perubaban At MO1 PR O7 03 Tahun Taban 1985 tentang Organisan
Keputusan Memten: Kehaloman 194 1entang Organisas Dan Tata Kerya Ruenah Tahanan
Nomor M.O1-Py 07 03 Tabun dan Tata Kerja Lembaga Negxa dan Rumash Peavunpanan
1985 tentang Orgaanan dan Taa Pemasyrakatan Benda Sitaan Negara
Kenya Lembaga Pomary arak stan Diundanghkan 26 Februan Divedaaighan 20 Sepeember 158
Dinedangkan 24 November 2011 198

Gambar 9. Perbedaan Pengaturan Penempatan Antara Narapidana dan
Tahanan

Pengaturan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyaraktan (Lapas) dan
Rumah Tahanan Negara (Rutan) dilihat dari Keputusan Menteri Kehakiman RI
seperti gambar di atas, menunjukkan struktur organisasi tata kerja yang berbeda
dan berlanjut pada perlakuan yang berbeda pula bagi narapidana dan tahanan
dalam proses hukum (perbedaan hak dan kewajiban). Perbedaan yang mendasar
adalah narapidana berhak dibina di Lapas, sementara tahanan berhak dirawat di
Rutan. Didsamping itu, setelah perubahan nomenklatur Kementerian Kehakiman
RI menjadi Kementerian Hukumdan HAM RI di Tahun 2009 belum ada aturan
khusus penempatan narapidana-tahanan di Rutan-Lapas.

a. Petapan Lapas Tertentu Sebagai Rutan

Perkembangan sebelumnya, Rutan (sebagai fungsi) pernah ditempatkan di
dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sehingga di Lapas tertentu terdapat
tahanan (tersangka atau terdakwa) sebelum terbentuknnya Rutan. Hal ini diatur di
dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang

Pertimbangan Hukum Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan
Negara Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur

240



Yesi S. Dodo®, Jimmy Pello?, Dhey W. Tadeus® Royyan Hafizi* / JOSR: Journal of Social
Research, 1(11), 234-243

Pelaksanaan KUHAP. Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1), bahwa
Pembentukan Rutan akan dilakukan secara berangsur-angsur. Sebelum
terbentuknya Rutan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini Menteri Kehakiman
menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan
adanya Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang
Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.
Sejalan dengan adanya perkembangan penempatan narapidana dan tahanan, hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penempatan narapidana dan
tahanan di Kementerian Hukum dan HAM NTT berupa: Narapidana ditepatkan di
Rutan dan Tahanan ditempatkan di Lapas. Uraianya adalah sebagai berikut:
b. Penempatan Tahanan di Lapas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Kementerian Hukum dan HAM
NTT, Tahanan yang seharusnya ditempatkan di Rutan juga ditempatkan di Lapas.
Meskipun berbeda satus antara tahanan dan narapidana, namun adanya
penempatan 17 tahanan berdasarkan kekhususan jenis kelamin di Lapas
Perempuan Kelas 1IB Kupang telah sejalan dengan norma hukum Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Diatur dalam Pasal 12
bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan
penggolongan atas dasar: umur; jenis kelamin; lama pidana yang dijatuhkan; jenis
kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan
pembinaan.
c¢. Penempatan Narapidana di Rutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Kementerian Hukum dan HAM
NTT, narapidana yang seharusnya ditempatkan di Lapas juga ditempatkan di
Rutan. Hal ini disebabkan karena adanya masalah over kapasitas di Lapas menjadi
dasar banyak narapidana masih ditempatkan di Rutan.Kebijakan non penal yang
dimaksud adalah kebijakan non hukum pidana yang diambil berdasarkan
pertimbangan kapasitas daya tampung Lapas, dan tidak mempertimbangkan
penanggulangan kejahatan terhadap narapidana. Narapidana yang ditempatkan di
Rutan tidak mendapat pembinaan seperti halnya di Lapas. Hal ini dikarenakan
Rutan tidak memiliki spesifikasi pembinaan terhadap narapidana, baik dari segi
sumberdaya petugas sebagai pembina maupun sarana prasarana penunjang proses
pembinaan. Adanya narapidana yang ditempatkan di Rutan menunjukkan
ketidaktaatan terhadap norma hukum Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan penempatan narapidana harus
dipisahkan, diataranya berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan dan jenis
kejahatan. Hal ini terlihat pada 773 narapidana yang ditempatkan di Rutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya
yang membahas pengaturan dan pertimbangan hukum penempatan tahanan dan
narapidana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara
Timur, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengaturan hukum
penempatan narapidana dan tahanan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia NTT, meliputi beberapa hal, yaitu: Dasar hukum pengaturan penempatan
narapidana dan tahanan berbeda, Petapan Lapas Tertentu Sebagai Rutan,
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Penempatan Tahanan di Lapas, Penempatan Narapidana di Rutan. Pertimbangan
hukum penempatan narapidana yang sisa masa pidananya lebih 12 bulan pada
Rutan di Kementerian Hukum dan HAM NTT yakni: Kondisi Geografis dan
kurangnya anggaran, Daya dukung Rutan-Lapas, Daya tampung Rutan-Lapas,
Lapas terdekat dari Rutan mengalami over kapasitas, Narapidana dapat dijangkau
keluarga, Kemampuan narapidana membantu tugas di Rutan.
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